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Sebagal makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya dan salah satu akibatnya adalah
mereka membentuk keluarga dengan perkawinan. Sebagai subyek hukum, setiap perbuatan yang
dilakukannya akan menimbulkan tanggung jawab hukum termasuk perkawinan baik terhadap suami isteri
itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, harta yang didapat selama perkawinan dan masyarakat sekitar dimana
pasangan suami isteri itu menetap. Namun adakal anya perkawinan tersebut berakhir karena perceraian,
sehingga menimbulkan masalah hukum terhadap keempat hal tersebut di atas, terutama akibatnya terhadap
kedudukan harta perkawinan, pengurusannya menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kemudian bagaimana pandangan badan peradilan terhadap kedudukan harta perkawinan tersebut apabila
terjadi perceraian, karenaternyata UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal ini dengan
menyerahkan pengurusannya kepada hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan
hukum lainnya, yang mempunyai perbedaan satu dengan lainnya, sehingga untuk mengetahuinya dengan
benar dan mendapatkan hasil yang bersifat evaluatif-analitis.

Dalam tesisini kami menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan didukung kasus mengenai gugatan
harta gono gini mantan pasangan suami isteri Warga Negara |ndonesia keturunan Tionghoa yang diperiksa
dan diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengingat pihak yang berperkara adalah Warga Negara
Indonesia keturunan Tionghoa yang dianggap tunduk pada hukum perdata barat, Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut menggunakan ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Barat yang mengatur apabilaterjadi putus perkawinan karena perceraian, atas harta
perkawinan tersebut harus dibagi dua antara suami isteri. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah memberikan putusannya dengan benar dan tepat berdasarkan ketentuanketentuan yang diatur dalam
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
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